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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara  Gugatan Harta Bersama dalam persidangan Majelis Hakim antara pihak-pihak: 

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir, Bukittinggi, 19 Juli 1958, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jalan Danau Diatas Nomor 12, RT 002 RW 001, Pondok Mungil, Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir, Padang, 15 Oktober 1955, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Alai Timur, Nomor 35 A, Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat; 

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA
Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Pdg tanggal 22 November 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1444 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI.

   Menolak gugatan Provisi Penggugat;
DALAM POKOK PERKARA.
Mengabulkan gugatan  Penggugat untuk sebahagian;

Menetapkan  yang terdiri dari :

2.1.  Sebidang tanah  seluas ± 300 m2 yang berada di Jalan Danau Diatas Nomor 12, RT 002 RW 001 Pondok Mungil, Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang dengan 2 buah sertifikat Hak Milik yaitu  Sertifikat Hak Milik Nomor 753 (SHM Nomor 40) dengan Surat Ukur Nomor 482/2007 (Nomor 3456/1984) dengan luas 357 m2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 752 (SHM Nomor 43) dengan Surat Ukur Nomor 481/2007 (Nomor 3457/1984) dengan luas 167 m2 dari tanah seluas 524 m2, dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatas  dengan Jalan Danau Diatas;

Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Hotman Sagala;

Sebelah Timur berbatas dengan rumah Yusnimar;

Sebelah Barat berbatas dengan Perumahan Kejaksaan;  

adalah harta bawaan Tergugat yang diperoleh sebelum adanya perkawinan;

Sebidang tanah  seluas ± 224 m2 yang berada di Jalan Danau Diatas Nomor 12, RT 002 RW 001 Pondok Mungil, Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang dengan 2 buah sertifikat Hak Milik yaitu  Sertifikat Hak Milik Nomor 753 (SHM Nomor 40) dengan Surat Ukur Nomor 482/2007 (Nomor 3456/1984) dengan luas 357 m2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 752 (SHM Nomor 43) dengan Surat Ukur Nomor 481/2007 (Nomor 3457/1984) dengan luas 167 m2 dari tanah seluas 524 m2, dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatas  dengan Jalan Danau Diatas;

Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Hotman Sagala;

Sebelah Timur berbatas dengan rumah Yusnimar;

Sebelah Barat berbatas dengan Perumahan Kejaksaan;  

Sebuah bangunan rumah yang terdiri dari 2 lantai, terdiri dari kamar tidur 7 ruang,  2 ruang tamu, 2 ruang makan, 3 kamar mandi, 2 ruang dapur, 2 paviliun, atap seng, lantai keramik, cat rumah warna cream, pagar besi yang berdiri diatas tanah seluas 524 m2 yang berada di Jalan Danau Diatas Nomor 12, RT 002 RW 001 Pondok Mungil, Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang dengan 2 buah sertifikat Hak Milik yaitu  Sertifikat Hak Milik Nomor 753 (SHM Nomor 40) dengan Surat Ukur Nomor 482/2007 (Nomor 3456/1984) dengan luas 357 m2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 752 (SHM Nomor 43) dengan Surat Ukur Nomor 481/2007 (Nomor 3457/1984) dengan luas 167 m2 dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatas  dengan jalan Danau Diatas;

Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Hotman Sagala;

Sebelah Timur berbatas dengan rumah Yusnimar;

Sebelah Barat berbatas dengan Perumahan Kejaksaan;  

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh semasa dalam perkawinan;

Menetapkan separoh (½) harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana diktum angka  2.2 dan 2.3 (dua titik dua dan dua titik tiga) tersebut diatas menjadi hak Penggugat, dan separoh (½) yang tinggal menjadi hak Tergugat;

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat sebagaimana diktum angka  3 ( tiga ) tersebut diatas secara natura, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, akan dijual melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.830.000,00  (satu Juta delapan ratus tiga puluh  ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Padang tanggal 5 Desember 2022, menyatakan Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Pdg. tanggal 22 November 2022  Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1444 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 6 Desember 2022;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Pdg. bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) tanggal 27 Desember 2022;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Pdg. menyatakan bahwa Terbanding telah melaksanakan pemeriksaan berkas (inzage) pada tanggal 28 Desember 2022 dan Pembanding pada tanggal 2 Januari 2023; 

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Padang Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Pdg. tanggal 3 Januari 2023, yang menerangkan bahwa Pembanding tidak menyerahkan memori banding;

Bahwa setelah permohonan banding Pembanding terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Padang sesuai dengan Surat Pengadilan Agama Padang Nomor W3-A1/292/HK.05/1/2023 tanggal 11 Januari 2023, bahwa Pembanding mengirimkan memori banding bertanggal 5 Januari 2023 berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Pdg. tanggal  6 Januari 2023, dan Memori Banding a quo telah diserahkan kepada Terbanding tanggal 9 Januari 2023 sesuai dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Pdg. tanggal 9 Januari 2023;

Bahwa permohonan banding yang menyatu dengan berkas perkara tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Padang Register nomor 5/Pdt.G/2023/PTA.Pdg. tanggal 10 Januari 2023 dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W3-A/0188/HK.05/1/2023 tanggal 10 Januari 2023, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai judex faktie pada tingkat banding akan memeriksa ulang dan mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu banding dan diajukan menurut tata cara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 7 ayat  (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, lagi pula permohonan banding a quo telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan benar sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pembanding a quo secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama Padang terhadap harta-harta yang diperoleh selama dalam perkawinan Pembanding dengan Terbanding seperti tertuang dalam gugatan a quo karena harta-harta tersebut belum pernah dibagi antara Pembanding dan Terbanding sampai sekarang;

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama a quo telah diputus oleh Pengadilan Agama Padang dengan putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Pdg. tanggal 22 November 2022 dengan amar seperti tertuang dalam putusan  a quo, oleh karena merasa tidak puas dan tidak terima atas putusan tersebut, Pembanding melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan alasan dan keberatan yang pada pokoknya karena pertimbangan judex faktie Pengadilan Agama Padang keliru antara lain halaman 58 paragraf ke 2 poin ketiga sampai kelima lagi pula judex faktie tidak memasukkan fakta persidangan terutama mengenai pelunasan sisa pembayaran tanah seluas 224 meter persegi pada hal Terbanding telah mengakui dalam repliknya yang secara rinci seperti diungkapkan dalam memori banding Pembnding, oleh karenanya Pembanding mohon putusan yudex faktie Pengadilan Agama Padang dibatalkan pada tingkat banding dengan menolak gugatan yang diajukan oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Padang yang juga sebagai judex factie dapat memberikan putusan yang adil dan benar perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang kemudian akan diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada Putusan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jalannya persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan membaca, mempelajari, meneliti berkas perkara secara cermat dan seksama tentang fakta-fakta yang tertuang dalam berita acara sidang, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara a quo, selanjutnya dikaitkan dengan memori banding Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan terhadap apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara runtut sebagai berikut;

Dalam Provisi


Menimbang, bahwa meskipun tuntutan provisi tidak diatur dalam R.Bg mengingat maksud tuntutan provisi tersebut adalah tindakan sementara yang diminta oleh salah satu pihak dalam membela kepentingannya, maka tuntutan provisi tersebut dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan, dikabulkan atau ditolaknya tuntutan provisi tersebut, tergantung pada kebutuhan dan urgensi serta pertimbangan Hakim;


Menimbang, bahwa mengingat sifat putusan provisi hanya sementara dan tidak tetap apalagi urgensinya tidak mendesak, maka tuntutan provisi tersebut dapat ditangguhkan bersamaan dengan putusan akhir, setelah jelas duduk perkara diantara Pembanding dan Terbanding;


Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding karena sudah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya, selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo sehingga dapat dipertahankan dan dikuatkan pada Tingkat Banding;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa proses mediasi dengan Mediator Non Hakim benama Dr. Azhariyah Khalida, M.Ag., gagal mencapai kesepakatan sesuai dengan hasil laporan Mediator tanggal 19 Juli 2022, demikian pula upaya damai oleh Majelis Hakim  pada setiap kali persidangan juga tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Mediator yang ditunjuk dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1), (2) R.Bg dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan telah terpenuhi dan dapat dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara  a quo pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam sengketa harta bersama,  maka acuan yang digunakan untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo adalah Pasal 35 ayat (1), (2) dan Pasal 36 angka 2 serta Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah, atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Mengenai harta bawaan masing-masing suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Bila terjadi perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, dan aturan yang termuat pada Pasal 1 huruf (f), Pasal 85, Pasal 86, dan Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah  adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun, adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami isteri. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan isteri karena perkawinan. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Harta bawaan masing-masing suami isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, shadaqoh atau lainnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat/Terbanding menuntut pembagian harta bersama berupa sebidang tanah dengan 2 sertifikat, yaitu Sertifkat Hak Milik  (SHM) Nomor 40  seluas 357 m2  dan SHM Nomor 43 seluas 167 m2 atas nama Elyza Anas Sultani serta bagunan rumah di atasnya yang terdiri dari 4 (empat) kamar tidur, 1 (satu) ruang tamu, 1 (satu) ruang makan, 3 (tiga) kamar mandi, 1 (satu) dapur, 4 (empat) paviliun, atap seng, lantai keramik, cat rumah bewarna cream, pagar besi di depan dengan merah bata dan terletak di Jalan. Danau diatas Nomor 12 RT 002/RW 001, Pondok Mungil, Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat berbatas dengan prumahan kejaksaan;
Sebelah Timur berbatas dengan rumah Yusnimar; 

Sebelh Utara berbatas dengan jalan danau diatas;

Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Hotman Sagala;

dengan dalil bahwa :

Pada bulan Juli tahun 1984 Penggugat/Terbanding dan Terguga/Pembanding membeli tanah kosong secara cash dengan luas 357 m2 seharga Rp 20.000/meter dengan total; Rp 7.140.000 (tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 40 dengan Surat Ukur Nomor: 3456/1984 tertanggal 29 Agustus 1984 yang tercatat atas nama Elyza Anas Sultani (Tergugat), yang berada di Jl. Danau diatas Nomor 12 RT 002/RW 001, Pondok Mungil, Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
Pada bulan yang sama Penggugat/Terbanding dan Terguga/Pembanding juga membeli tanah di tempat yang sama dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 43 dengan luas 167 m2  seharga Rp 19.000,- (sembilan belas ribu) per meter dengan total Rp 3.173.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan Surat Ukur Nomor: 3457/1984 tertanggal 29 Agustus 1984 yang tercatat atas nama nama Elyza Anas Sultani (Tergugat).
Pada tahun 1990 Penggugat/Terbanding dan Terguga/Pembanding membangun rumah di atas tanah yang kosong tersebut. Yang mana uang untuk membangun rumah tersebut dipinjam dari bank BTN sebesar  lebih kurang Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kemudian Penggugat/Terbanding membayar hutang tersebut dengan cara mengangsur ke bank sampai lunas.
Pada tanggal 12 Desember 2007 Penggugat/Terbanding merenovasi rumah tersebut dengan meminjam uang ke bank BNI sebesar lebih kurang Rp 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan kemudian Penggugat/Terbanding membayar hutang tersebut dengan cara mencicil ke bank sampai lunas.

Pada tanggal 14 Juli 2010 Penggugat/Terbanding merenovasi lagi rumah dengan menambah pinjaman ke BANK menjadi Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan Penggugat/Terbanding mencicil sampai lunas pada Februari 2019.
Kemudian dibangun rumah secara berangsur-angsur sampai dengan kondisi rumah saat ini. Rumah bertingkat di bagian belakang. Rumah tempat tinggal tersebut terdiri dari 4 (empat) kamar tidur, 1 (satu) ruang tamu, 1 (satu) ruang makan, 3 (tiga) kamar mandi, 1 (satu) dapur, ada 4 (empat) paviliun, atap seng, lantai keramik, cat rumah bewarna cream, pagar besi di depan dengan merah bata;
Menimbang, bahwa Terguga/Pembanding membantah dalil Penggugat/Terbanding tersebut, karena harta tersebut bukanlah harta bersama, melainkan harta pribadi Terguga/Pembanding, dengan dalil sebagai berikut :

Pada tahun 1982, sebelum menikah dengan Penggugat/Terbanding, Terguga/Pembanding punya tanah pribadi/bawaan seluas 300 m2 yang dibelikan oleh orang tua Tergugat di Pondok Kopi Alai.
Pada tahun 1984, setelah menikah dengan Penggugat/Terbanding, Terguga/Pembanding ditawarkan oleh penjual tanah (Syukmir dan Rasuna) untuk membeli tanah kosong miliknya seluas 357m persegi di Pondok Mungil Ampang Indah, maka untuk membeli tanah tersebut, Tergugat menjual tanah pribadi pemberian orang tua Tergugat diatas.
Kemudian, Terguga/Pembanding ditawari lagi kelebihan tanah ditempat yang sama seluas 167m2 dengan harga 19.000/m = Rp.3.173.000.00 (tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah). Karena Terguga/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tidak punya uang, maka  Terguga/Pembanding menyampaikan hal itu kepada orang tua Terguga/Pembanding, lalu orang tua Terguga/Pembanding memberi Terguga/Pembanding emas batangan seberat setengah kilogram (500 gr) untuk membeli tanah tersebut dan sekaligus untuk membangun rumah.
Emas tersebut dijual oleh Penggugat/Terbanding, seperdua digunakan untuk pelunasan pembelian tanah diatas dan seperdua lagi diberikan oleh Terguga/Pembanding kepada orang Penggugat/Terbanding dengan alasan uang tersebut tidak cukup untuk membangun rumah.
Pada tahun 1990 Terguga/Pembanding membangun rumah dengan cara Terguga/Pembanding meminjam uang dalam bentuk pinjaman kredit SWA GRIYA ke BTN sebanyak Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah), angsuran bulanan Rp. 156.000 dengan potong gaji Terguga/Pembanding  selama 20 tahun, dan jaminan sertifikat tanah, SK PNS 80%. SK PNS 100% Terguga/Pembanding. Terguga/Pembanding terpaksa mengajukan pinjaman kredit ke BTN karena sisa emas 250gr yang tadinya diperuntukan untuk membangun rumah tidak pernah dikembalikan oleh Penggugat/Terbanding dan Penggugat/Terbanding juga tidak memberikan uang untuk membangun rumah;
Pada tahun 2007 rumah tersebut Terguga/Pembanding renovasi dengan kredit BNI GRIYA atau kredit Griya (KPR) di BNI RP 127.000.000.00 (seratus dua puluh tujuh juta ripiah), dalam jangka waktu 10 tahun dan cicilan perbulan  Rp1.643.349.00 (satu juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah). Kredit tersebut dibuat dengan terlebih dahulu melunasi hutang di BTN, dengan jaminan SHM yang sudah di Roya, yang sebelumnyadijaminkan di BTN, SK PNS 80% dan SK PNS 100)%. Selama pembayaran hutang kredit tersebut, Penggugat/Terbanding tidak ada membantu mebayar cicillannya.
Pada tahun 2010, Terguga/Pembanding memperbaharui kredit BNI GRIYA  sebesar Rp 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah), dengan angsuran Rp.3.947.928.00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) selama 10 tahun/120 bulan, mulai Juni 2010 sampai Mai 2020. Dalam hal ini kembali tidak ada keikutsertaan Penggugat/Terbanding dalam membantu angsuran kredit BNI GRIYA Terguga/Pembanding;
Pada tahun 2019 Terguga/Pembanding melunasi kredit BNI GRIYA ini dengan surat ROYA tertanggal 15 Februari 2019;
Disamping harta tersebut di atas, ada harta lain, yaitu :
Sebelum menikah Terguga/Pembanding mempunya harta berupa :
4 buah gelang emas yang masing-masing beratnya 10 emas.
1 buah kalung berat 5 emas.
Selama menikah Terguga/Pembanding dan Penggugat/Terbanding memiliki harta bersama yang perolehannya berasal dari hasil tabungan Terguga/Pembanding selama menjadi PNS, antara lain:

1 (satu) ekor sapi betina.
1 (satu) unit mobil corona.
1 (satu) unit Mesin cetak dan 1 unit mesin potong kertas.
11 (sebelas) unit komputer dan renovasi tempat untuk usaha warnet

1 (satu) unit AC invelter.
15 gram emas untuk berobat Penggugat/Terbanding.
Sit haji Terguga/Pembanding yang diminta oleh Penggugat/ Terbanding.
Semuanya dijual oleh Penggugat/Terbanding tanpa sepengetahuan Terguga/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat/Terbanding dan jawaban Terguga/Pembanding serta berdasarkan tahapan dan proses perolehan harta sengketa, objek gugatan tersebut terdiri dari tanah dan bangunan rumah di atas tanah aquo, maka masing-masing akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Tanah.
Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat/Terbanding mengakui bahwa tanah aquo dibeli dengan uang hasil penjualan tanah pribadi Terguga/Pembanding ditambah dengan emas pemberian orang tua Terguga/Pembanding ½ kg mas, dan Penggugat/Terbanding juga mengakui bahwa kelebihan emas pemberian orang tua Terguga/Pembanding tersebut 100 (seratus) gram emas dipinjamkan kepada orang tua Penggugat/ Terbanding, karena kelebihan emas tersebut tidak cukup untuk membangun rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg  bahwa pengakuan di muka persidangan adalah merupakan bukti lengkap mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, harus dinyatakan bahwa tanah aquo dibeli dengan uang hasil penjualan tanah pribadi Terguga/Pembanding ditambah dengan emas pemberian orang tua Terguga/Pembanding ½ kg mas;

Menimbang, bahwa walaupun pengakuan Penggugat/Terbanding tersebut berklausula, yaitu bahwa:

Bahwa dari hasil penjualan tanah bawaan Terguga/Pembanding sejumlah Rp.6.000.000.00 hanya Rp.3.000.000.00 yang digunakan  untuk membayar pembelian tanah aquo dan Rp.3.00.00.00 lagi digunakan oleh Terguga/Pembanding untuk kepentingan pribadi Terguga/Pembanding, sehingga pembelian tanah tidak dibayar lunas, dan  sisanya pembayarannya dicicil oleh Penggugat/Terbanding dan Terguga/Pembanding;
Emas pemberian orang tua Terguga/Pembanding ½ kg (500 gram) mas, 160 mas (400 gram) dijual untuk membayar pembelian tanah, hanya 40 mas (100 grama) yang dipoinjamkan kepada orang tua Penggugat/Terbanding. Namun demikian semua emas tersebut telah dikembalikan dalam bentuk pemberian modal tempat penyewaan computer untuk adik ipar Terguga/Pembanding yang nilainya setara dengan ½ kg mas, sehingga pembelian tanah aquo tidak lagi murni dari pemberian orang tua Terguga/Pembanding;
Menimbang, bahwa Terguga/Pembanding membantah dalil Penggugat/Terbanding yang menyatakan bahwa dari Rp.6.000.000.00 hasil penjualan tanah pribadi Terguga/Pembanding, hanya Rp.3.000.000.00 yang digunakan  untuk membayar pembelian tanah aquo dan Rp.3.00.00.00 lagi digunakan oleh Terguga/Pembanding untuk kepentingan pribadi Terguga/Pembanding, karena  semua uang hasil penjualan tanah yang Rp.6.000.000.00 tersebut seluruh dibayarkan untuk membayar pembelian tanah aquo ditambah dengan penjualan emas yang diberikan oleh orang tua Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, tidak ada bukti yang dapat membuktikan klausula Penggugat/Terbanding tersebut, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa klausula Penggugat/Terbanding tidak terbukti;

Menimbang, bahwa klausula  Penggugat/Terbanding tersebut dapat dipertibangkan dengan ratio sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding  tidak berbeda pendapat bahwa harga penjualan tanah pribadi Tergugat/Pembanding adalah Rp.6.000.000.00 dan emas pemberian orang tua Tergugat/Pembanding adalah ½ kg (500 gram) mas;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding  tidak berbeda pendapat bahwa ½ kg emas yang diberikan oleh orang tua Tergugat/Pembanding adalah untuk membayar pembelian tanah dan sekaligus untuk membangun rumah;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mendalikan bahwa 160 mas (400 gram) dijual untuk membayar pembelian tanah aquo dan hanya 40 mas (100 gram) yang dipinjamkan kepada orang tua Penggugat/Terbanding, karena sisa 40 mas (100 gram) tersebut tidak cukup untuk membangun rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena emas yang diberikan oleh orang tua  Tergugat berlebih dari pembayaran pembelian tanah, dan karena itu, kelebihan tersebut bisa dipinjamkan kepada orang tua Penggugat/Terbanding, maka pembelian tanah diatas tentu telah dibayar lunas, dan hasil penjualan tanah bawaan Tergugat/Pembanding yang Rp.6.000.000.00 tersebut digunakan sepenuhnya untuk membayar pembelian tanah, karena kalau tidak dibayar lunas, tentu tidak ada kelebihan emas yang diberikan oleh orang Tergugat/Pembanding dan tentu tidak mungkin (tidak berani) Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding  meminjamkan kelebihannya kepada orang tua Penggugat/Terbanding, sebab bertentangan dengan tujuan orang tua Tergugat/Pembanding meberikan emas tersebut kepada Tergugat/Pembanding;
Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut juga  didasarkan pada ratio bahwa harga pembelian tanah yang harus dibayar adalah RP.7.083.000.00 + Rp.3.173.000.00 = Rp.10.256.000.00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah), dan harga penjualan 160 (400 gram) mas (sesuai pengakuan Penggugat) pada tahun 1984, yang pada waktu itu satu (1) gram emas seharga Rp.11.075.00 (sebagaimana bisa ditelusuri pada laman Facebook, dengan link https://www.facebook.com/1297902870240470/photos/tahun-1984-harga-emas-rp11075/1305715422792548/?paipv=0&eav=AfZzu1qSmeoR5Snp 9uiX-z45v9qrG2qW_98xFbBhfXhLhLOeslzHF-Ke24UIz7OfoJY&_rdr) adalah 400 x Rp.11.075.00 = Rp.4.430.000.00 ditambah harga penjualan tanah Rp.6.000.000.00 sehingga menjadi Rp.10.430.000.00 (sepuluh juta empat  ratus tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan ratio tersebut, maka harga penjualan 160 mas (400 gram) ditambah hasil penjualan tanah Rp.10.430.000.00 (sepuluh juta empat  ratus tiga puluh ribu rupiah) telah cukup dan bahkan berlebih untuk melunasi pembayaran pembelian tanah yang Rp.10.256.000.00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah), dan itu pulalah sebabnya, kenapa Penggugat/Terbanding hanya menjual 160 (400 gram) mas karena apabila tidak cukup, tentu Penggugat/Terbanding akan menjual lebih dari itu atau bahkan menjual semuanya (1/2 kg atau 500 gram emas);

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat/Terbanding mendalilkan bahwa ½ kg mas orang tua Tergugat/Pembanding telah dibayar dalam bentuk pemberian modal tempat penyewaan computer untuk adik ipar Tergugat/Pembanding yang nilainya setara dengan ½ kg mas, akan tetapi berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, tidak ada bukti yang menunjukan hal itu, oleh karena itu dalil Penggugat/Terbanding tersebut dinyatakan tidak terbukti.
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka berdasarkan Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) serta Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan bahwa tanah aquo adalah tanah pribadi Terguga/Pembanding;
Bangunan rumah di atas tanah aquo.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat/Terbanding mendalilkan yang pada pokoknya bahwa bangunan rumah tersebut dibangun dengan cara Penggugat/Terbanding berhutang ke Bank dan Penggugat/Terbanding yang membayar cicilannya sampai lunas;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat/Terbanding tersebut dibanyah oleh Terguga/Pembanding dengan dalil yang pada pkoknya menyatakan bahwa Terguga/Pembanding lah yang berhutang ke Bank dengan menjadikan SK Tergugat Terguga/Pembanding serta sertifikat tanah tersebut di atas sebagai jaminannya dan Tergugat/Pembanding yang membayar cicilannya sampai lunas, sedangkan Penggugat/Terbanding tidak pernah ikut membayar cicilan hutang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan oleh  Majleis Hakim Pengadilan Agama Padang, tidak satupun bukti yang menunjukan bahwa Penggugat/Terbanding yang berhutang di Bank dan membayar cicilannya sampai lunas untuk membangun rumah tersebut, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Tergugat/Pembanding mampu membuktikan  bahwa Tergugat/Pembanding lah yang berhutang di Bank dan membayarnya sampai luas, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat/Pembanding lah yang berhutang di Bank untuk membangun rumah tersebut dan Tergugat/Pembanding lah membayarnya sampai lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka harus dinyatakan bahwa bangunan rumah aquo dibangun dengan uang pinjaman Tergugat/Pembanding di Bank dan Tergugat/Pembanding membayarnya sampai lunas; 
Menimbang, bahwa walupun demikian, meskipun Tergugat/Pembanding yang berhutang di Bank dan membayarnya sampai lunas untuk membangun rumah aquo, akan tetapi gaji Tergugat/Pembanding yang digunakan untuk mebayar cicilan di Bank tersebut adalah gaji Tergugat yang diperolah dalam perkawinan, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal (1) huruf (f) Kompilasi  Hukum Islam, rumah tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat/Pembanding.

Menimbang, bahwa walupun demikian, demi keadilan, Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa  “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. tidak lah sepenuhnya dapat diberlakukan dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut didasarkan pada fakta histors lahirnya aturan tentang harta bersama dalam perkawinan, yaitu untuk melindungi perempuan yang pada zaman itu hanya bekerja dirumah mengurus rumahtangga, mengurus anak-anak, dan mengurus  kepentingan suaminya di rumah, sehingga tidak ikut mencari nafkah, walaupun tidak sedikit dari istri tersebut adalah seorang Sarjana yang awalnya seorang pekerja professional yang  merelakan  dirinya untuk dirumahkan demi keluarganya. Akan tetapi ketika terjadi perceraian, istri yang demikian hanya disuruh pergi tanpa membawa apa-apa, karena dia dianggap tidak ikut mencari nafkah, jerih payahnya mengurus rumah tangga, mengurus anak-anak, dan mengurus keperluan suaminya dari pagi bahkan sampai pagi lagi, tidak dianggap apa-apa, maka lahirlah aturan tersebut untuk melindungi hak-hak perempuan, karena dengan pekerjaan di rumah seperti tersebut, dianggap sebagai kontribusi besar bagi suami untuk mencari nafkah dan mendapatkan harta bersama;

Menimbang, bahwa kemudian dalam perkembangan kehidupan bermasyarakat, tidak sedikit istri yang disamping tidak ikut mencari nafkah, tidak pula mengurus rumah tangga, tidak mengurus anak-anak dan tidak mengurus kepentingan suaminya, karena semua ada pembantu atau asisten rumah tangga, dan tidak sedikit pula perempuan matre (mata duitan) yang memanfaatkan laki-laki matang untuk kepentingan dan kepuasan diri pribadinya yang hanya sibuk bersosialita, demikian pula sebaliknya, banyaknya juga suami yang tidak bekerja dan tidak punya penghasilan, tidak pula mebantu istrinya mengurus rumah tangga, bahkan tidak sedikit pula suami yang hanya menjadikan istrinya sebagai ATM minta uang untuk kepentingan pribadi, sementara istrinya sibuk bekerja dengan segala  potensi yang ia miliki, maka demi keadilan, dalam praktek di pengadilan, harta bersama tersebut tidak outomatis dibagi dua, akan tetapi dibagi berdasarkan pertimbangan persentase kontribusi masing-masing;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan rumah aquo, Tergugat/Pembanding yang berhutang di Bank untuk membangunnya, dan Tergugat/Pembanding yang membayarnya sampai lunas, meskipun Penggugat/Terbanding menyatakan ikut berkontribusi untuk membangunnya, akan tetapi tidak ada bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan bahwa hak Penggugat/Terbanding sebagai bagian dari harta bersama tarhadap rumah tersebut hanya 20% (dua puluh persen) dan bagian Tergugat/Pembanding 80% (delapan puluh persen);

Menimbang, bahwa menurut Penggugat harga tanah dan rumah objek sengketa adalah dua milyar  rupiah, sementara menurut Tergugat/Pembanding berdasarkan NJOP, harga tanah hanya Rp.722.400.000 dan harga bangunan hanya Rp. 73.304.000, total secara keseluruhan NJOP bumi dan bangunan hanya Rp. 795.704.000.00;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, harga bangunan rumah aquo setidak-tidaknya sama dengan jumlah uang yang dipinjam oleh Tergugat/Pembanding untuk membangun rumah tersebut, yaitu Rp.10.000.000.00 + 127.000.000.00 + Rp 300.000.000.00 = Rp. 437.000.000.00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, nilai harta bersama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding adalah Rp. 437.000.000.00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah), sehingga hak Penggugat/Terbanding didalamnya adalah 20 % dari Rp. 437.000.000.00  = Rp.87.400.000.00 (delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat/Pembanding yang diakui oleh Penggugat/Terbanding, bahwa Penggugat/Terbanding telah menjual untuk kepentingan pribadi Penggugat/Terbanding harta pribadi Terguga/Pembanding dan harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding berupa:

	1
	Empat (4) buah gelang emas yang masing-masing beratnya 10 emas = 40 mas x 2,5 gram = 100 gram emas, apabila dikalikan dengan harga emas sekarang berdasarkan penelusuran di link https://harga-emas.org/ harga 1 gram emas adalah Rp. 1.035.000.00 x 100 gram.
	=
	Rp.103.500.000.00

	2
	Satu (1) buah kalung berat 5 emas, meskipun Penggugat  mendalilkan dikembalikan kepada orang tua Terugat, akan tetapi tidak ada bukti yang diajukan oleh Penggugat, sehingga 5 mas kalung tersebut x 2,5 gram = 12,5 gram x Rp. 1.035.000
	=
	Rp.12.937.500.00

	3
	Sat ekor sapi betina, walaupun menurut Penggugat sapi tersebut adalah pemberian orang tua Penggugat untuk anak Penggugat dan Tegugat, akan tetapi sapi tersebut adal untuk anak Penggugat dan Tergugat bukan untuk Penggugat, oleh karena itu menjadi milik Penggugat, apabila sapi  tersebut dihargai sekarang, maka paling kurang harganya Rp. 15.000.000.00.
	=
	Rp.15.000.000.00.

	4.
	Satu unit mobil Corona
	=
	Rp.3.000.000.00

	3.
	Dua sit haji Penggugat dan Tergugat yang didaftarkan pada tahun 2016 @ Rp.25.000.000.00 x 2 orang 
	=
	Rp.50.000.000.00

	
	Jumlah
	=
	Rp.184.437.500.00


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut,  uang pribadi Tergugat/Pembanding dan uang harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang  telah digunakan secara pribadi oleh Penggugat/Terbanding  telah jauh melebihi hak Penggugat/Terbanding, oleh karena itu hak Penggugat/Terbanding terhadap objek yang digugat oleh Penggugat/Terbanding sudah tidak ada lagi, dan karenanya gugatan Penggugat/Terbanding harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dalil-dalil memori banding pembanding, dengan sendirinya telah dipertimbangkan, karena itu tidak perlu lagi dipertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Pdg. yang diucapkan tanggal 22 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1444 Hijriyah, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sediri yang amarnya seperti dalam dictum putusan a quo ;


  Menimbang, bahwa oleh karena perkara mengenai harta bersama termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;


   Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding Pembanding;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Pdg. tanggal 22 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1444 Hijriyah;

Mengadili Sendiri

Dalam Provisi

      Menolak gugatan Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

Menolak gugatan Penggugat;

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.830.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);


Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab1444 Hijriyah  oleh kami  Drs. H. Maharnis, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Jabar. M.H., dan dan Dr. Drs. H. Abdul Hadi, M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota dan  diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh  Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh  Dra. Syuryati  sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.
Hakim Anggota 




 
   Ketua Majelis

             ttd                                                                                 ttd

Drs. H. Abdul Jabar. MH.                                              Drs. H. MAHARNIS, S.H., M.H 

Hakim Anggota 
           ttd              

Dr. Drs. H. Abdul Hadi, M.H.I





Panitera Pengganti
    
ttd
                   






   Dra. Syuryati

Perincian biaya perkara:

1.  Biaya Proses

Rp130.000,00

2.  Meterai


Rp  10.000,00

3.  Redaksi


Rp  10.000,00

     Jumlah


Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ).
Halaman 21 dari 21 halaman  Putusan Nomor  5/Pdt.G/2023/PTA.Pdg.


